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DAFTAR ISTILAH 

 

Asset Forfeiture Unit : Lembaga di bawah National Prosecuting 

Authority yang dibentuk untuk 

melaksanakan Chapter 5 & 6 Prevention 

of Organised Crime Act 121 of 1998. 

 

Criminal Assets Recovery Account : Rekening khusus milik negara yang 

dibentuk untuk menampung hasil 

perampasan aset tindak pidana untuk 

mendanai upaya pemberantasan 

kejahatan dan dikelola oleh Komite.1   

 

Financial Intelligence Centre : Lembaga intelijen keuangan nasional 

Afrika Selatan yang dibentuk dengan 

tujuan diantaranya melakukan 

identifikasi hasil kegiatan ilegal, 

termasuk melakukan identifikasi orang-

orang yang terlibat, dan menyediakan 

informasi yang dikumpulkan dan 

dihasilkannya kepada lembaga lain. 

 

National Prosecuting Authority : Lembaga kejaksaan Afrika Selatan yang 

dipimpin oleh National Director of 

Public Prosecutions dengan susunan, 

yaitu National Director, Deputy National 

Directors, Directors, Deputy Directors, 

dan prosecutors. 

 

Non-Conviction Based Asset 

Forfeiture  

: Mekanisme perampasan aset dengan 

pendekatan in rem yang memungkinkan 

penyitaan aset yang diduga terkait 

dengan tindak pidana tanpa harus 

bergantung pada proses pidana terhadap 

pemilik aset tersebut. 

 

 
1 Komite terdiri dari Minister of Justice and Constitutional Development sebagai Ketua, the 

Minister of Police, the Minister of Finance, dan the National Director of Public Prosecutions. 
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South African Police Service : Kepolisian Afrika Selatan. 

Gugatan Perdata Untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi: Studi
Komparasi
Indonesia dan Afrika Selatan
Ganis Putri Rachmawati, Umar Mubdi, S.H., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/




